PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATANSIPIL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkaygmsn

1.

serta penertiban di bidang pendaftaran penduduk plancatatan
sipil perlu diatur mengenai penyelenggaraan peadaftpenduduk

dan pencatatan sipil;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II KuRmgo
Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartuindea
Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanadaftaesm
Penduduk, dipandang sudah tidak sesuai dengan npeakgan
keadaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pérjaaiuntuk
diperbaharui;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dirdakswf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabufaten Progo
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk darat&ean
Sipil.

Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipibn@an
Eropa;

Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Gigibngan
Tiong Hoa yang telah diubah Staatsblad 1919 Norhpr 8
Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan I&agil orang
Indonesia yang telah diubah Staatsblad 1927 N&®byr



. Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sagil Bolongan
Indonesia Kristen, Jawa, Madura, dan Minahasa s@baga
diubah Staatsblad 1936 Nomor 607;

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeramelsia
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-untieomgor 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomdiaitn
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daeraérab
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkun@saerah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengamanKulon
Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewaggaaan
Rl (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1647);

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubaln
Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tah@h 19
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lemba
Negara Nomor 3019) ;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum a&A\car
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3209);

10.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimignasi

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan &emb
Negara Nomor 3437);

11.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemieanta

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Taambah

Lembaran Negara Nomor 3839);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentamgt&®an

Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, ¥8dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dw®ja

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;



13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangk&miaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan &emb
Negara Nomor 3050);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentalak$2maan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum &Acar
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentanga®&asan
Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaranadad ahun
1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562)

16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentasg, jin
Masuk dan ljin Keimigrasian (Lembaran Negara Tatig94
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentangelPehan
Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraa
Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Négédwan
1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742)

18.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentamge@ngan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dadosion ;

19.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang iKekn
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Rehetan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nodp

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a tahunli@nfang
Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipiibseigan
dengan Berlakunya Undang-undang Perkawinan dantuPamna
Pelaksanaannya;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 Tah@88
tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474-785 Tal989
tentang Penerbitan Akta Kelahiran yang terlambatagtannya;

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1&9itang
Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagd®duk
Berusia 60 (enam puluh) Tahun ke Atas ;

24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 19€tang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemiatinDaerabh;



25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1&9%flang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
26.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeramér 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi tdhua
Produk-produk Hukum Daerabh;
27.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerambr 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Dgera
28.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeramdr 23
Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk HDlagrah;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l KuRmgo
Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Na8gl di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah TingkatulbK Progo
(Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 7&002
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 202Q05
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 7 &002
tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 5 200
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 78002
tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001 — p0&%baran
Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta peranghatab

Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;

4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang memapu

kewenangan menyelenggarakan Pendaftaran Kependuduka
dan/atau Pencatatan Sipil;

Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang
selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asi@aggy
selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggalapetdi
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penduduk Sementara adalah setiap WNA pemegang izin
tinggal terbatas di wilayah Negara Kesatuan Regubli
Indonesia;

Penduduk Musiman adalah setiap WNI yang datang ldari
Daerah untuk bertempat tinggal sementara dan yang
bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Baera

Tamu adalah orang yang datang ke dalam wilayahu ddesa
tidak untuk menetgp

Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftanafataia
pencatatan data Penduduk beserta perubahannyanedipgti
pendaftaran dan/atau pencatatan kelahiran, perkawin
perceraian, kematian, perpindahan, kedatangan,ubgean
status kewarganegaraan dan status kependudukannsaidsi
penduduk di Daerah;

10.Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seorang paga

saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tdaetadupan

dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 7 (Qupuihan;



11.Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yan
mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain, §aggal
dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu
Keluarga,

12.Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jalaédm
keluarga;

13.Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dilkaru
Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tangguwadp
Kepala Keluarga;

14.Nomor Induk Kependudukan/Nomor Induk Kependudukan
Sementara yang selanjutnya disingkat NIK/NIKS adalamor
identitas yang diberikan kepada setiap Pendudub(iRirk
Sementara di wilayah Negara Kesatuan Republik lesian

15.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK atakartu
identitas keluarga yang memuat data tentang susunan
hubungan dan jumlah anggota keluarga;

16.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat Kd&ah
kartu sebagai bukti diri bagi setiap Penduduk daveirayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

17.Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutrigangkat
KIPEM adalah kartu sebagai bukti diri yang wajibmdiki
oleh Penduduk Musiman;

18.Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara
adalah buku yang memuat catatan data setiap Pekdudu
Penduduk Sementara dalam wilayah suatu Desa;

19.Buku Penduduk Musiman adalah buku yang digunakankun
mencatat nama-nama Penduduk Musiman beserta data
kependudukannya yang diisi oleh Lurah berdasarkaiti-b
bukti dan keterangan yang benar disampaikan yang
bersangkutan;

20.Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara
adalah buku yang memuat catatan perubahan datap seti

Penduduk/Penduduk Sementara dalam wilayah suatj Des



21.Buku Lahir Mati Penduduk/Penduduk Sementara adaiddu
yang digunakan untuk mencatat peristiwva Lahir Mati
Penduduk/Penduduk Sementara yang diisi oleh Lurah
berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar;

22.Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluara
sebagai hasil kegiatan penyelenggaraan pendaffamatuduk/
Penduduk Sementara yang meliputi Kelahiran, Kematiahir
Mati, Pindah Penduduk, Pendaftaran Penduduk/Pekdudu
Sementara, Perubahan Status Kewarganegaraan, edapail
Tinggal,

23.Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementarg yan
selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti gang
dikeluarkan oleh Bupati dan wajib dimiliki oleh RRmluk
Sementara maupun orang asing yang belum memilikiuKa
Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang diterbitkan oleh itar
Imigrasi;

24.Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang
selanjutnya disingkat SKPPT adalah surat bukti gaing
dikeluarkan Bupati dan wajib dimiliki oleh pendudW¥NA
yang telah memiliki KITAP;

25.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutngangkat
SKTT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan of@mat dan
wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara;

26.Mutasi Penduduk adalah perubahan data Pendudulgaeba
akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status
kependudukan,perubahan kewarganegaraan, perulzdran
pembatalan akta, pindah atau datang dan perubabtam d
lainnya;

27.Data Penduduk adalah kumpulan elemen data Penduhgk
terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan gdeyggaraan
pendaftaran Penduduk;

28.Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan datduBek
tentang kedudukan dan kepastian hukum atas katahira
perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan ,anak
pengakuan dan pengesahan anak, perubahan namiaahparu
dan pembatalan Akta;



29.Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang beasikcatatan
lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan,
perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan, anak
pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterlotkh
Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Negara;

30.Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokokygteal
dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan aah bagi
diri yang bersangkutan maupun Pihak Ketiga mengenai
kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, peamgakdan
pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan na

31.Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pata a
Catatan Sipil sebagai akibat perubahan data;

32.Pembatalan Akta adalah pencatatan yang dilakukah ol
Instansi untuk menyatakan tidak berlakunya suata skng
diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;

33. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Cat&#gpil;
34.Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan paanbin

kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan;

35.Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunya
tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan &han
Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan
Perwakilan Desa;

36.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mienca
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keteranganykai
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Resiritban
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kesentu
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

37.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidigaivai
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidikukntnencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu meahb
terang tindak pidana di bidang Retribusi yang tkrjserta
menemukan tersangkanya, dengan menunjuk surat segaai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB I

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 2

(1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan olehray tua atau
keluarga atau kuasanya kepada Lurah setempat daftagka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari bagi WNand5
(lima) hari bagi WNA sejak tanggal kelahiran.

(2) Pelaporan Kelahiran untuk Penduduk dicatat dalankuBu
Induk Penduduk dan diterbitkan Surat Kelahiran dlerah.

(3) Pelaporan kelahiran untuk Penduduk Sementastadidalam
Buku Induk Penduduk Sementara serta diterbitkanatSur
Kelahiran oleh Lurah dan Surat Keterangan Tempagdal

oleh Camat.

Pasal 3

(1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan olehang tua
atau keluarga atau kuasanya kepada Lurah setenapan d
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hariibatNI dan
5 (lima) hari bagi WNA sejak tanggal lahir mati.

(2) Pelaporan Lahir Mati untuk Penduduk dicatat dalaokiB
Lahir Mati Penduduk dan diterbitkan Surat Lahir Maleh
Lurah.

(3) Pelaporan Lahir Mati untuk Penduduk Sementara aticitiam
Buku Lahir Mati Penduduk Sementara dan diterbitisamat
Lahir Mati Penduduk Sementara oleh Lurah.
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Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 4

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Luraterspat oleh
orang tua atau keluarga atau kuasanya dalam jawgkéu
paling lambat 30 (tiga puluh ) hari bagi WNI darimpglambat
5 (lima) hari bagi WNA sejak tanggal kematian.

(2) Pelaporan kematian untuk Penduduk dicatat d&@aku Induk
Penduduk dan diterbitkan Surat Kematian oleh Lurah.

(3) Pelaporan kematian untuk Penduduk Sementaedatlidalam
Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat

Kematian oleh Lurah.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 5

(1) Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Seraediatur
sebagai berikut :

a. perpindahan antar Pedukuhan dalam satu Desa thtarbi
Surat Keterangan Pindah oleh Lurah;

b. perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan tk&mbi
Surat Keterangan Pindah oleh Lurah;

c. perpindahan antar Kecamatan dalam satu daeralbitkgar
Surat Keterangan Pindah oleh Camat;

d. perpindahan ke Kabupaten/Kota lainnya dalam Propins
Daerah Istimewa Yogyakarta diterbitkan Surat Ketgeen
Pindah oleh Camat atas nama Bupati;

d. perpindahan keluar Propinsi Daerah Istimewa “d&gyta
atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangaul&h oleh
Kepala Instansi atas nama Bupati.

(2) Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Seraemgjib
mendaftarkan ke Lurah setempat.
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(3) Setiap perpindahan Penduduk dicatat dalam Buku kindu
Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

(4) Setiap perpindahan Penduduk Sementara dicatat daidm
Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk

Sementara.
Bagian Keempat
Pendaftaran Kedatangan
Pasal 6

(1) Penduduk WNI yang datang dari luar Daerah wajib
mendaftarkan diri kepada Lurah setempat dalam panggkktu
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditedntiya Surat
Keterangan Pindah dari daerah asal.

(2) Penduduk WNA dan Penduduk Sementara yang datang dar
luar Daerah/luar negeri wajib mendaftarkan diri kerah
setempat dalam jangka waktu paling lambat 14 (erbpks)
hari sejak yang bersangkutan menyelesaikan admasistli

Kantor Imigrasi dan Kepolisian setempat.

(3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu tersebut @yadan
ayat (2) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah nperkian
persetujuan Kepala Instansi atas nama Bupati.

Pasal 7

(1) Pendaftaran kedatangan Penduduk WNI dicatat dalaku B
Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkd
atau perubahan KK yang diikuti.

(2) Pendaftaran kedatangan Penduduk WNA diterbitkan FSKP
dan KK serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Baku
Mutasi Penduduk.

(3) Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementaeabitfan
SKPPS dan SKTT serta dicatat dalam Buku Induk Paundu

Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.

(4) SKPPS dimaksud ayat (3) Pasal ini berlaku urdogka waktu
2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
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Bagian Kelima
Pendaftaran Tamu
Pasal 8

Setiap Penduduk yang menerima tamu menginap waglapar
kepada Dukuh setempat paling lambat dalam jangkdma&x 24

(tiga kali dua puluh empat) jam.
Bagian Keenam

Pendaftaran Penduduk Musiman

Pasal 9

(1) Penduduk WNI yang berasal dari luar Daerah laEnmaksud
menjadi Penduduk Musiman wajib mendaftarkan dirLieah
setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
kedatangannya.

(2) Setiap pendaftaran Penduduk Musiman dicataanuaBuku

Penduduk Musiman.

Pasal 10

(1) Setiap perpindahan Penduduk Musiman wajib mendaiftake

Lurah setempat.

(2) Setiap perpindahan Penduduk Musiman diatur sebag
berikut :

a. perpindahan dalam satu Desa yang hanya merupakan
perubahan alamat tempat tinggal, tidak diterbiti&urat
Keterangan Pindah,;

b. perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan tk&mbi
Surat Keterangan Pindah oleh Lurah; dan

c. perpindahan antar Kecamatan di dalam Daerah dikarbi
Surat Keterangan Pindah oleh Camat.
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Bagian Ketujuh

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 11

(1) Perubahan status kependudukan dari Pendudulerfama
menjadi Penduduk WNA dapat diberikan setelah yang
bersangkutan memperoleh Kartu Izin Tinggal Teta[J AR)
dari Kantor Imigrasi.

(2) Perubahan status kependudukan didaftarkan kepagatiBu
untuk memperoleh SKPPT.

(3) Terhadap pendaftaran perubahan dimaksud ayat (i gk
(2) Pasal ini kemudian diterbitkan KK dan KTP bggng

telah memenuhi syarat.

Bagian Kedelapan

NIK dan NIKS

Pasal 12

(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftdragai
Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indiane

(3) Setiap Penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yaadaku
seumur hidup.

(4) Setiap Penduduk Sementara hanya diberikan 1 ($HKKP
yang berlaku selama yang bersangkutan bertempggatirdi
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Bagian Kesembilan

Permohonan Perubahan atau Penambahan Nama

Pasal 13

Permohonan Perubahan atau Penambahan Nama diapléan

yang bersangkutan atau orang tua atau keluarga katasanya

kepada Kepala Instansi dengan melampirkan :

a. Surat Keterangan Perubahan atau Penambahan Nama dar
Lurah setempat, diketahui oleh Camat; dan

b. Bukti-bukti/Surat Keterangan lain yang mendukung.

Bagian Kesepuluh

KK

Pasal 14

(1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.

(2) Setiap Penduduk yang telah melangsungkan perkawimajib
memiliki KK.

(3) Setiap terjadi perubahan data Anggota Keluarga bwaji
memperbaharui KK.

(4) Setiap terjadi penambahan Anggota Keluarga wajitapoe untuk
penambahan data Anggota Keluarga pada KK.

(5) KK diterbitkan oleh Bupati yang berlaku untuk jaagkvaktu 5
(lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kesebelas

KTP dan KIPEM

Pasal 15

(1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujudshbéahun atau telah
kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
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(2) Terhadap Penduduk yang tidak memenuhi pergratarsebut ayat
(1) Pasal ini dapat diterbitkan KTP atas permohonang
bersangkutan.

(3) Ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini tidakaer bagi Penduduk
WNA yang tidak memiliki KITAP dan SKPPT.

(4) KTP bagi Penduduk WNA diberikan keterangan Viahgegara
Asing.

(5) Setiap Penduduk hanya berhak memiliki 1 (SKTR.

(6) Setiap Penduduk wajib menunjukkan KTP dpathlakukan

pemeriksaan.

Pasal 16

(1) KTP diterbitkan oleh Bupati yang berlaku untuk jeagwvaktu 3
(tiga) tahun dan wajib diperpanjang.

(2) Perpanjangan KTP diajukan paling lambat 14 (empdésh hari
sejak berakhir masa berlaku KTP.

(3) Bagi Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam putahun
diberikan KTP yang jangka waktu berlakunya seumdu kecuali
apabila yang bersangkutan mengalami Mutasi Penduduk

Pasal 17

(1) Setiap Penduduk Musiman yang telah berusia 17htoglas) tahun
atau telah kawin atau pernah kawin wajib memilikPEM.

(2) Terhadap Penduduk Musiman yang tidak memenuhi aetan
tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diterbitkan KIP&k permohonan
yang bersangkutan.

(3) Setiap Penduduk Musiman hanya berhak memiliki tu{d@PEM.

(4) Setiap Penduduk Musiman wajib menunjukkan KIPEM b#dpa
dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

(1) KIPEM diterbitkan oleh Bupati yang berlaku untukgka waktu 1

(satu) tahun dan wajib diperpanjang apabila yangsaogkutan

masih menjadi Penduduk Musiman.
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(2) Perpanjangan KIPEM diajukan paling lambat 14 (eniqeés) hari
sejak berakhir masa berlaku KIPEM.

BAB Il

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 19

(1) Setiap peristiwa Kelahiran wajib dicatatkan paliambat 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal Kelahiran bagi WNI dan(4€puluh ) hari
kerja bagi WNA.

(2) Penduduk WNA yang pencatatannya melebihi jangkatwdlO
(sepuluh) hari sejak Kelahirannya dilaksanakaelaletmendapat
putusan Pengadilan Negeri.

(3) Pencatatan Kelahiran bagi yang tidak diketahui assliinya
dilaksanakan setelah mendapat putusan PengaditzeriNe

(4) Setiap Pencatatan Kelahiran diterbitkan Akta Ketahidan kepada

yang bersangkutan diberikan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 20

(1) Penduduk WNI yang lahir di luar negeri wajib dilaigen oleh orang
tua atau keluarga atau kuasanya kepada Kepalansnspaling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangktambali ke
Indonesia.

(2) Setiap pelaporan Kelahiran diterbitkan Bukti Petapdelahiran.
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Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Pasal 21

(1) Setiap peristiwa Perkawinan setelah berlakunya bgdedang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tekdhdan oleh
pemuka agama selain agama Islam wajib dicatatkda pastansi
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristierkawinan.

(2) Pencatatan Perkawinan bagi WNA yang melebihi jang&ktu 30
(tiga puluh) hari sejak peristiwa Perkawinan dikkakan setelah
mendapat putusan Pengadilan Negeri.

(3) Terhadap pencatatan Perkawinan dimaksud ayat (lLjA)d&Pasal ini
kemudian diterbitkan Akta Perkawinan dan kepada gyan
bersangkutan diberikan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 22

(1) Penduduk WNI yang melaksanakan Perkawinan di lagemn wajib
melaporkan kepada Kepala Instansi paling lambattiga puluh)
hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Terhadap pelaporan Perkawinan dimaksud ayat (1)al Pes
kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan Perkawinan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Pasal 23

(1) Setiap peristiwa Perceraian yang dilakukan olehdiedunk selain
agama Islam dan telah mendapatkan putusan Pengaditgy telah
mempunyai kekuatan tetap, dicatatkan pada Instzaisig lambat
30 (tiga puluh) hari sejak putusan dimaksud.

(2) Terhadap pencatatan Perceraian dimaksud ayat (%pl Rai
kemudian diterbitkan Akta Perceraian dan kepadg yensangkutan

diberikan Kutipan Akta Perceraian.
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Pasal 24

(1) Penduduk WNI yang melaksanakan Perceraian di lusgenm
melaporkan kepada Kepala Instansi paling lambaftiga puluh)
hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Terhadap pelaporan Perceraian dimaksud ayat (1)l Pias

kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan Perceraian.

Bagian Keempat

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 25

(1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkansgut
Pengadilan Negeri dicatatkan pada Instansi pakmgbht 30 (tiga
puluh) hari sejak putusan dimaksud.

(2) Terhadap pencatatan Pengangkatan Anak dimaksudlayasal ini
kemudian dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahaan dibuatkan
Kutipan Akta Kelahiran yang baru.

Pasal 26

(1) Penduduk WNI yang melaksanakan Pengangkatan Anakiadi
negeri wajib melaporkan kepada Instansi paling EMBO (tiga
puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke ned@.

(2) Terhadap pelaporan Pengangkatan Anak dimaksudByBasal ini
kemudian diterbitkan Bukti Pelaporan PengangkataakA

Bagian Kelima

Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 27

(1) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telatiapatkan

putusan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Inspathisig lambat 30

(tiga puluh) hari sejak putusan dimaksud.
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(2) Terhadap pencatatan Pengakuan dan Pengesahan dimaksud
ayat (1) Pasal ini kemudian diterbitkan Akta Pengek dan
Pengesahan Anak serta dibuatkan catatan pinggia pskta
Kelahiran dan kepada yang bersangkutan diberikatp#u Akta

Kelahiran yang baru.

Pasal 28

(1) Penduduk WNI yang melaksanakan Pengakuan dan Rérages
Anak di luar negeri wajib melaporkan kepada Instpating lambat
30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kenkigalndonesia.

(2) Terhadap pelaporan dimaksud ayat (1) Pasal ini, ukieam
diterbitkan Bukti Pelaporan Pengakuan dan Pengasahak.

Bagian Keenam

Pencatatan Kematian

Pasal 29

(1) Setiap peristiva kematian wajib dilaporkan padataimsi paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kematiagi WNI dan
10 (sepuluh) hari sejak tanggal Kematian bagi WNA.

(2) Pencatatan Kematian bagi WNA yang pelaporannyalel@ngka
waktu dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakanlaetenendapat
putusan Pengadilan Negeri.

(3) Terhadap pencatatan Kematian dimaksud ayat (1) | Pasa
kemudian diterbitkan Akta Kematian serta dibuatkatatan pinggir
pada Akta Kelahiran dan/atau Akta Perkawinan dapad#a ahli

waris atau kuasanya diberikan Kutipan Akta Kematian
Pasal 30
(1) Penduduk WNI yang meninggal di luar negeri wajilagibrkan pada

Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakd Keterangan
Kematian diterima oleh keluarganya.
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(2) Terhadap pelaporan Kematian dimaksud ayat (1) Radetmudian
diterbitkan Bukti Pelaporan Kematian yang diberikepada ahli

waris atau kuasanya.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta
Pasal 31

(1) Setiap peristiwva Perubahan Data pada Akta Cataljgih sgtelah
mendapat putusan Pengadilan Negeri wajib dicatgikda Instansi.

(2) Setiap peristiwa Pembatalan Akta Catatan Sipiklakt mendapat
putusan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan padarss

(3) Terhadap pencatatan atas Perubahan Data pada AtdsaC Sipil
dimaksud ayat (1) Pasal ini kemudian dibuatkantaatpinggir pada
Akta yang bersangkutan dan diterbitkan Kutipan Akdag Kedua
dan seterusnya.

(4) Terhadap pencatatan atas Pembatalan Akta Catgtdrdignaksud
ayat (2) Pasal ini kemudian dibuatkan catatan pinggda Akta
yang bersangkutan dan Kutipan Akta ditarik.

Bagian Kedelapan
Penggantian Kutipan Akta
Pasal 32
Terhadap Kutipan Akta yang hilang atau rusak ataisnah setelah
dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dajab&e yang

berwenang, kemudian diterbitkan Kutipan Akta yakgdua dan

seterusnya.
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Bagian Kesembilan
Surat Keterangan Akta Catatan Sipil
Pasal 33

Surat Keterangan atas Akta Catatan Sipil dapat riddoe atas
permohonan yang bersangkutan untuk maksud :
a. alih bahasa; dan
b. memberikan keterangan mengenai suatu Akta Cat#dn S

Bagian Kesepuluh

Salinan Akta

Pasal 34

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara dapat nwdetp&alinan
Akta berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Akta Catatan Sipil dan Data Kependudukan

Pasal 35

Akta Catatan Sipil dan Data Kependudukan merupakakumen
Negara yang harus dipelihara dan dilindungi.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 36

(1) Untuk memperoleh jasa pelayanan Pendaftaran Pekdadn
Pencatatan Sipil, Pemohon mengajukan permohonzadkeBupati.
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(2) Permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukargae mengisi
formulir yang disediakan dan dilampiri syarat-syara
(3) Persyaratan, prosedur dan standar pelayanan PamadafRenduduk

dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut oleh Bupat

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 37

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak patkala
pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Pdnduwthn

Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib maridaf diri dan
mencatatkan setiap peristiwva Mutasi Penduduk, KeahPerkawinan,
Perceraian dan Kematian yang terjadi atas diri alan/ keluarganya

kepada Pemerintah Daerah.
BAB VI
LARANGAN
Pasal 39
Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara dilarangaknkein
pendaftaran diri dan pencatatan setiap peristiwvaaMuPenduduk,
Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yangdi atas diri

dan/atau keluarganya kepada Pemerintah Daerah uojukn yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 40

Bupati mempunyai kewenangan dan tanggung jawab koicda
pembinaan atas penyelenggaraan Pendaftaran PendaduRencatatan

Sipil.
BAB VIl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

(1) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan sebagaiivaaksud
Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini, dianmdana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau  denplaling banyak
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Daerah.

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adaldanggaran.

(3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidenghapus
kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimanardiziam

Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 42

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkundgemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik kuntu
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang peédni
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum aAcar

Pidana yang berlaku.
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (13l Rais
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketzna
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dngid
perizinan agar keterangan atau laporan tersebufadidebih
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nreige
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbyatag
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perizinan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang giriagau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidamgrzer;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumkunraen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ipamz

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahath buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lairtia ser
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas
penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dandiiaumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindanaidli
bidang perizinan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya daeridsa
sebagai tersangka atau saksi;

J.  menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yan perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menimukum
yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui PenyRbBjabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengaenkgin yang
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana enigku.
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RaratlDaerah
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Kulon Progo Nomor 1 drahh978 tentang
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubaladaim rangka
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dinyatakan texkekob.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, nrdaigkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatasalam

Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 September 2002
BUPATI KULON PROGO,
Capl/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Daangkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
Capl/ttd

Dis.SUTITO
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERIC
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 11 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daeratasbekan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahamaBaperlu meningkatkan
dan memantapkan pelayanan publik khususnya Perataf&nduduk dan Pencatatan
Sipil di Kabupaten Kulon Progo.

Sebagai salah satu pelayanan terhadap masyaratatdmtukung perangkat
Peraturan Daerah yang sesuai dengan situasi dagiskanasyarakat Kabupaten
Kulon Progo. Peraturan Daerah Kabupaten DaerahkairiyyKulon Progo Nomor 1
Tahun 1978 tentandartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubalatam
rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, diparsiatay tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakasesrtangat Otonomi Daerah,
sehingga perlu ditinjau untuk diperbaharui.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutisdigberlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang dRmrggaraan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
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Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan Bukti-Bukti/Surat Keterangamn | yang

mendukung antara lain sebagai berikut:

1.

2.
3.
4,

Pasal 14

ayat (3)

Surat Penetapan Perubahan Nama dari PengadilaariNsgu
Pejabat yang berwenang;

Akta Kelahiran;

Akta Perkawinan; dan

Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Yang dimaksud data anggota keluarga meliputi smb@agikut :

1. nama lengkap;

2. jenis kelamin;

3. hubungan dengan kepala keluarga;
4. kelahiran;

5.
6
7
8
9

status perkawinan;

. agama;

. pendidikan terakhir;
. pekerjaan;

. tempat tanggal lahir;

10.tanggal mulai tinggal,
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11.NIK/NIKS;
12.nama orang tua.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Catatan pinggir berisi catatan perubahan data pkidakelahiran setelah
ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
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31

Cukup jelas

32

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah KéepoliRepublik
Indonesia yang berwenang mengeluarkan Surat Kefanayang menyatakan
hilang atau rusak atau musnah suatu Kutipan Aktgale alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
33

Cukup jelas

34

Cukup jelas

35

Cukup jelas

36

Cukup jelas

37

Cukup jelas

38

Cukup jelas

39

Cukup jelas

40

Cukup jelas

41

Cukup jelas

42

Cukup jelas

43

Cukup jelas

44

Cukup jelas

000000000



